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BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa peningkatan efektivitas dan eﬁ51en81 penyelenggaraan
perangkat .daerah perlu dldprong dengan pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil
pengawasan Aparat Pengawas Internal EPemerintah (APIP)
Daerah |
bahwa Perangkat Daerah berkewajlban untuk melaksanakan

tlndak lanjut hasil penga“?asan APIP Daerah dan untuk
memngkatkan efektivitas dan efisienst tindak lanjut hasil
pengawasan APIP dlpquukan koordinasi dan standarisasi
penyelesaian tindak lanJut hasil pengawasan APIP Daerah;
bahwa berdasarkan per tlmbangan sebagalmana dlmaksud
dalam huruf a dan huruf b iperlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang S,tandar 'Opefa{sional Prosedur Penyelesaian
Tindak Lanjut I—Iasﬂ 'Pengawasan Inspektorat Daerah
terhadap Pengelolaaﬂ I{euangan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow; | " . . |
Undalllg Undang. Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembbntukan Daerah- Dacrah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun .1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negala Repubhk Indonesia Nomor

1822% o L s




1Q.

Undapg-Undang Nomor ' 28 Tahun 1999 tentang

Penyqlengg'ara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor .75’ Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N omor'385 1}

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengawasan

-Penggloléan dan' ' Tanggung ‘Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Nega'ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

'T'ambahqn Lembartan Negara: Republik Indonesid INornor

4400); f e N ;

Undang- Undang " Nomorl 12 Tahun 2011 tent:ang
Pembﬁntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2011 Nomor 82,
TambléLhan Lembaran Negara Republik ; Indonesia Nomor
5234); ' i .
Undang-Undang ,Nomor . 23 Tahun:. 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggra Republik'Indonesia
Tahun 2014 Nomlor. 224, Tambahan Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiﬁlana telah diubah
beberapa kali terakhir‘dengan, Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran N(?gara_Rep{lblik Indonesia Nomor

5679); .

Undang- Undang Nomot 30 Tahun 2014 tentang Admlmstras1

Pemerintahaan (Lembaran , Negara llelzpubhkI Indonema,
Peraturan Tahun 2014 Nomor 292, Tarpbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nlomo'r 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pl’engendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan
Lembaran Negara Republik Iﬁdonesia Nomor 4890);
P'eraturan F"efneri’ntah Nomor 38 tg}xhn *2016 tentang
Tuntutan Ganti Rugi; ! ' '
Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; ‘

Peraturan Menteni Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006
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Menetapkan

¥

tentang Pedoman ,.Pengelolaan Keuangan Daerah
sebageumapa telah duu,bah beberapa' kali terakhir dengan
Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tcntaﬁg Perubahan Atas Peré,turan ‘Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. g CoL

11. Peraturan Menteti Pendayaguﬁaan Apai"atur Negara Nomor
‘9 Tahun 2009 tentang Pedéman Umum Pelaksanaan,
Evaluias1 dan Pelaporan deak LanJut Hasil Pengawasan
" APIP;’

12. Peraturan Menteri Pendéyégunaan 'Aparatur Negara Nomor
42 Tahun 2011: tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan

Pengawadan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

' tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
.Republik Indonesia Tahun 2015’; Nomor 2036); .'

14. Peraturan Mgnteri-Dalam Negeri Nomor 110 "Tahun 2017
tentang Kebijakén' PengaWa'lsan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

.
' |

15. Peratliran Daerah Kabupaten Bo'laang Mongondow Nomor 14

Ta_hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perdngkat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembara_n Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
I16. Peraturan Bupati Bolaang M?flgondow' 'Nomor 7 'Taihun 2016
tentang Tata Cara Rengadaan Barang/J asa Di Desa
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow .Nomor 28 Tahun
2016 tentang Kedudukgn, Susunan Orgamsam, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inépektorat_ Daerah Tipe A
Kabupaten Bolaang Mongondow; '
18. Peraturan Bupati ,L'%olaang Mongondow Nomor 10 Tahun
2017 ter’ltang Pedoman Pengeldlaan Dagna Desa;.
: MEMUTUSMN
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELESAIAN ' TINDAK ' LANJUT ' HASIL
PENGAWASAN ~ 'INSPEKTORAT ' DAERAH  TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW. '




BAB I

KETENTU}';.N UMUM .

i : - Pase;ll .': i
Dalam Peraturan Bupati ini {ang diinak's*,ud dengan' 5

" 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Perangkat Deierah adalah. organisasi atau lembaga pada
' pemerintah daerah yang bertanggung]awab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. , , : ':

3. Bupati adalah Bupatl Bolaang Mongondow

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupat1 Bolaang Mongondow.

5. DPRD adalah Detan Perwakila,h Ra.kyat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow. : ,.

6. Inspektorat adalah Inspektorat: Dacrah Kabupaten Bolaang
Mongondow ,

7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow :

8. Camat adalah Perangkat Daerah sebagal fungsi koordmator
pelaksanaan seluruh tugas Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan di w11ayah Kecamatan. |

9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau ya_ng disebut dengan
. nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum vang memiliki batas wilayah yang

] bérwenang untuk, mengatur; dan mengurus »Urusan

. perangkaf, ke;peptiln'gan masyarakat setempat berdasarkan

' prakarsa masyarakat, l'rllak asal-usul dan/atau Hhak
tradlslonal yang diakui dan 'dihprmati ‘dalam, sistem
Perangkat Negara Kesatuah Repubhk Indonesia;

10. Pemermtah Desa adalah Sangadl atau yang disebut dengan
,nlama lain dibantu perangkat Desa: sebagai unsur

penyelenggara Perangkat Desa;,

1 Pembinaan Penyelenggaraan, Perangkat Daerah ' adalah
usaha, tindakan, dan keglatan yang ditujukan untuk

3 ' méwujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Perangkat

Daerah dalam kerangka Nega,ra Kesatuan Republik
Indone&a , ‘ |

11, Pengawasan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah
seluruh proses keéiatan yang antara lain berupa langkah-

' langkah t kerja, perencanaan, persiap'an dan 'pelaksanaan

Y + ' 13 [ ! 1, ?'



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

'

t

kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil peléksanaan dan

' penyelesaian suatu pekekjaan tersebut sudah sesuai dengaﬁ

tujuan dan rencana yang sudah dltetapkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku, '
Pengawasan Pcnyelenggaraan Perangkat Daerah adalah
seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-
langkah kerja, perencdnaan, persiapan Idam pelaksanaan
Kegiatan untuk'meylfakinkah apakah hasil pelaksanaan dan
penyelesaian suatu pekerjaap tersebut sudah sesuai dengan
tujuan dan rencana yang ‘sudah ditetapkan berdasarkan
petraturan perundang—undangan yang berlaku

Pelaporan merupakan bentuk penyampaian informasi
tertulis kepada unit Kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas)
atalil kepada instansi Iains yang mempurq}ai garis
kepentingan interaktif dengan .1nstan31 pembuat laporan;
Aparat Pengawas Intefmal Pemerintah Daerah yang
selanjutnya dlsmgk‘a[t 'IA1PiP ~Daerah, adalah Inspektorat
Daerah Kabupatpn BoIaang Mongondow

Auditi, adalah lnstan31 Perangkat daerah atau Pejabat
Negara yang d1per1ksa/ dllakukan pengawasan oleh BPK dan
atau APIP Pusat/Daerah; '
Entitas, adalah istilah yang meﬁtlieﬁnisikal'l batasan instansi
atau unit kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas
pelaksanaan ' program kegie'itan anggaran tertentu pada
periodg tertentu; '

Laporan Hasil Pengawasan 'yang selanjutnya disingkat LHP,
adalah laporan yang memuat seluruh hasil penggwasan
berupa data temuan, simp'ulan hasil pengawasan, dan

saran/rekomendasi yang bersifat.formal, lengkap, dan final

+ setelah d1tanggap1 secara llsan/ tulisan oleh lepman Unit

instansi perangkat daerah yang dlperlksa,

’I‘emuan adalah fakta ke_]adlan bukti yang! sell«:u'rang—
kurangnya rnermhki Sarany. rekomendasi sebagaimana yang
tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);

Saran atau Rekomenda31 adalah temuan hasil pengawasan
APIP yang Wajlb dllaksanakan olch auditi, guna perbaikan,
koreksi, dan penindakan terhadap penylmpangan dan
pelanggaran sebagaimana dituangkan di? dalam Laporan

Hasil Pengawasan (LHP);

Ty
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20. Kasus adalah temuan atau bagian tem‘uar'l pengawiasan yang
berindikasi adanya tindak pidana korupsi;

. 21. Tindak Lanjut Hasﬂ'Pengawasan‘yang sel:anjutnya disingkat

S dengan TLHP adalah 'Tindak 'L'anjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

22, Peﬂuantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pengawasan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

' secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa

Pegabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemerlksaan

' dalam tenggang’ wakturyang telah ditentukan; '

23. Unit Pemantau adalah sebutan bagi unlt kel ja d1 lmgkungan

Instansi APIP yang dalam swtem pemantauan TLHP ditugasi

dan  bertindak mengoordmas1kan, 'memantau, dan

1
1

melaporkan pelaksanaan TLHP; :

BABII | '
' Ruang Lingkup pelaksanaan pengawasan

U
l

' ' Pasal 2«
' (1) Pengawasan Penyeleng::;garaaxi' Perangkat Dacrah yang
i dilaksanakan bleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang

dimiliki terkait dengan -pelak§anaan pengawasan urusan

]

perangkat yang menjadi 'keweriangan daerah sesuai fungsi
dan kewenangannya S¢nta sesuai dengan ketentuan
peraturan p§rundang umdangan
(2) Pengawasan Pényelenggaraan Perangkat Daerah yang
dllaksanakan oleh APIP sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
dllaksanakan berdasarkan prmsup
a. profesmnal :. ,
[ b. independen ‘ y
| c. objektif;. )
d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
e. berorientasi pada pérbaikan dan peringatan dini.

(3) Pengawasan diiaksanakanl sejak | tahap perencanaan,
penganggaran, perjgorganisasian, pelaksanaan, pelaporan,
evaluasi, ' dan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan
Perangkat Daerah; , , o '

(4) 'I‘?’enga\'svasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

meliputi: ; o



(5)

(1)

4. Pelaksanaan urtusan perangkat daerah yang menjach

kewenangan daerah ,' '

b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah; LA

. Keﬂaatan terhadap ketentuan peraturan perundang
undangan termasuk ketaatan peldksanaan norma,
standar, prosedur, dan' Kkriteria yané ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat  dalam tahap perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, ﬂélaporan,
_evaluasi, dan Il;vertanggungjawaban atas pelaksanaan -
urusan pemerintah yang menjadi kexirenangan daerah;

dan ' L

d. Akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pengawasan s¢ba'gaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan prinsip se'bagaimaria dimaksud,

parila ayat (2) meliputi:

a. Pengawasan dan perfilaian atas manfaat dan keberhasilan’

kebijakan serta pelaksanaan program d:lan kegiqtan_;
b. Pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu i;:naupun

Pengawasan terpadu; .
c. Reviu terhadap dokumen' atau laporajll secara berkala
atau sewaktu-waktu d;ari Perangkat Daerah;
d. 'Pengusutan atas kebenaran laporan mengenal adanya
' indikasi terjadmya penylrﬁpangan, korupsi, kolusi, dan

nepot1sme B ' : '

e Momtormg dan evaluas1 terhadap prograrn ‘dan kegxatan
Perangkat Daerah. W -

f. Pengawasan 'ter'hadap Pengeioiaan Keuangan Desa.
|

, Pasal 3
Pengawasan oleh vin spektorat kabupaten/daerah
sebagaimana, d1maksuti lpada Pasal (2) ayat (5) huruf (d)
dilaksanakan uﬂtuk menjaga’ akuntablhtas pengelolaan
keuangan desa. o '
Pengawasan yang Akuntabilitas :pengelolaan keuangan desa
sebaéair'nana dimaksud pada ayaft'(l) meliputi::
a. Lapor.an pertangg'ungjawaban pengelolaan keuangan desa;
b. Efisie‘nsi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan



»
| : :
€. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peratufan perundang undangan

'BAB III
' Standar Operasional Prosedur
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pcngawasan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow -

S B ,  Pasal 4 !
Mekanisme dan prosedur pclalfsanaan tmdak 18.1‘1_]th atas hasil
pengawasan d1ura1kan sebagai berikut : '
(1) Temuan hasil pengawasan dlkomunika'sikan , dengan

pxmpman audit..sebelum dan/atau pada saat penyelesalan

audit §i lapangan; H _
(2) Hasil dari pengomunikasian temuan ciidokumentasikan
diberi tanggal, dltandatangam oleh audltor dah audit sebagai
tanda persetujuan atas kesepakatan dan ketldak sepakatan
terhadap temuan dan rekomenda31 yang d1ber1kan
£3) Dokumenta51 kesepakatan ‘berisi kese;nggupan waktu
pelai{'sanaa.n tindak lanjuf oleh aud'iti atas :rekomendasi yang
diberikan auditor. o
! Il Pasal 5 '

(1) Audit yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut

bcrkewaiiban melaksanakan saran/ rekomcpdasi hasil

pengawasan dan menyeralikan data bukti pelaksanaan

‘tinlak lanjut kepada ln'sﬂektorat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow; '

(2) Bukti pelaksanaan TLHP d1sampalkan Kepada 'Inspektorat
Daerah Kabupaten Bolaang Moﬁgondow ddlam waktu pa_lmg
lambat 30 (tiga puluh) hari se,tela_h penerbitan LHP; '

(3) Bukti pelaksanaan TILHP dibuat seca{ra tertulis dan
ditandatangani oleh’ Pejabai yang bertanggungjawab sesuai
Jperaturan yang berlaku; ! o

(4) Tindak lanjut hasil ,pengawasan dinyatakan sah atau selesai,
apabila telah d11akukan klarifikagi tlridak lanjut antara
lepman Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan T1m
Audltor Inspektorat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow

(5) Penetapan status pelaksanaan TLHP telah selesai dmyatakan
dalam Berita Acara Peny elesalan TLHP;

(6) Klarifikasi data TLHP dap}z; cl1lakukan secara berkala melalui
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1
‘

forum Rapat Pemutakhlran Data TLHP;
(7) Hasil Rapat Pemutakhlran Data TLHP-APIP dltuangkan

1

dalam bentuk Berita Acara quutal;hlran Data TLHP yang
ditan(riatangani oleh Pejabat C')rganisasi Perangkat Daerah

. yang diperiksa dan Pejabat API;P yang berkompeten.

| o Pasal 6

! Pejabat yang Bertanggung jawab mciaksanakan TLHP-APIP pada

' Oganisasi Perangkat Daerah, mehputl
(1) Atasan Langsung dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab, apablla .saran/rekomendasi yang
. -diberikan merupakén tindakarf administratif kepegawaian
sesuai dengan 'saran rekomendas1 yang dimuat dalam

' Laporan' Hasil Audit| LHP-APIP; | ¢ ¥

(2) Pejabat yangl -dISebutkan secara  khusus dalam
saran /rekomendasz pengawasan, apabila saran rekomenda51
menyangkut tindakan perbajkap adm1n1stras1 perigelolaan
anggaj'"an, kerugian keuangan negara/daerah dan kinerja;

(3) Pejabat lain yang berkompeten dalam Kkegiatan yang
diperiksa, apabila saran/rekomendasihya merupakan
tindakan yang substansinya harus. diiaksa'nakan atau

' dipenuhi oleh pe_]abat instansi lain yang berwenang atau
pihak instansi di luar instansi Perangkat daerah;

(4) Tindgk Lanjut Hasil Pengawasan yang menyangkut Pihak
Ketiga dalam penyelesaiannya lnllenjadi ' tanggung jawab
Perangkat Daerah terkait; | :

(5) Pelaksanaan Penyelesaian TLHP-APIP pada Pemerintah Desa
dilakukan  oleh ' pejabat yang  bertanggung jawab

. melaksahakan tindak lanjut " sesual dengan

saran/rekomendasi yang |dim.uat 'dalam LHP-APIP.

. S : '

Pasal7
Pimpinan Organisasi Perangkat Dgerah wajib mendordng dan
melakukan pemantauan pelaksanaah penyelesa;ian TLHP-APIP.



. | Pasal 8

(1) Temuan hasﬂ pengawasan yang sulit dah/ atau tidak dapat
d1t1ndaklanjht1 dan plemlhk; sebab-sebab yang logis
berdasarkan evaluasi kasus' dan kondisi, atau telah
diupayakan pelaksanaan TLHP—APIP oleh aud1t1 dapat
dihapuskan dari temuan hasil pengawasan,

(2) Tata cara Penghapusan temuari yang tersebut pada ayat (1),
harus melalui mekams;‘n;a yang diatur dengan melibatkan
tim evaluas; dan membuat berita acara yang ditandatangani
Pimpinan audlt'yang berwenang, pejabat pengawas (APIP),
pejaba't teknis yang berkompe(';en sesuai'dengan substansi

permasalahan.

1 L] o] . 1

| BABIV |
Pehmpahan Temuan Hasil Pengawasan Jenis Tindak Lanjut
l‘ - dan Status deak LanJut
Pasal 9

Pelimpahan Pelaksanaan TLHP-APIP képada pihak lain,

dilakukan apabila meménuhi salah satu kondisi berikut :
(1) Temuan berindikasi tindak 'pidg‘na'l korupsi yang menurut
' peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat
penegak hukum, maka penyélesalan proses hukurnnya
diserahkan k,epada aparat penegak hukum '(Kepolisian,
Kejaksaan,, atau KPR) ‘untuk dilakukan penyelidikan,
penyid.ikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
(2) Reorga'nisasi instansi/unit kerja'baiﬁ berupa pe;nb'ub'aran,
pengggbungan, perampingan, dan sebagainya sehingga
instans|i auditi semula berubah nama atau':bentuk dari yang
. disebutkan di dalam LHP, maka penyclesalan tindak
lanjutnya diserahkan kepada Instan81/ unit kerja baru yang
mengemban pelaksanaan tugas pokok‘ dan fung51 Instansi

~ Perangkat Iama, ‘ | i

(3) Mekanisme admlnlstra51, pehmpahan darl masing-masing
| auditi mengikuti prosedur sebagaxmana diatur dalam

ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 ;
Y .E

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang
1 ‘ I :
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' diml.uat, dalam Saran/rekomendasi yang diberikan APIP adalah:

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6

' Pemerintah; '

Penyetoran ke Kas Neéara, Daerah, dan BUMN/BUMD ataﬁ
entitas milik Negara/Daerah lainnya; ' | :
Penyerahan Barang dan Jasa ke¢pada Negaia / Daerafl
Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukqm atau pahak lain
yang berwenang dan bertanggung jawab; |

Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS;

Perbaikan dalam penerapan Sistem-Pengendalién Intern
!

Jenis tindak lénju't lainnya _Iyang tidakll,termasuk pada ayat
(1) sampai dengan ayat (5). o .

' Pasal 1 1 !

Penetapan status tindak lanjut ﬁikelompokkan berdasarkan

perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

' dengan saran/rekomendasi audit.

Selesai, apabila selpru]’i ‘saran/rekomenda31 yang d1muat
dalam LHPltelqh dllaklsanakan dan dinilai sesuai dengan
saran/ rekomenda31 dan d1setuju1 oleh' Apdrat Pengawas
Intern/Tim Auditor berwenar}g sesual_ peraturan yang
berlalkh o -

Dalam" ' roses, apabila ﬁeluruh “ratau '  sebagian
_saran/rekomendasli di dalam " LHP yang dilaksanakan
dan/ at‘au bukti tindak lanjut,yang disampaikan oleh pejabat
yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat
persetujuah dari "Aparat Pengawas Intern/Tim Audltorl
berweﬁang sesuai peraturan yang berlaku;

Belum Ditindaklanjuti,apabila ‘seluruh | saran/rekomendasi
yang dimuéf dalam LHP belhm dilaksanakan 'oleh auditi;

Tidak Dapat Ditindaklanjuti, ababila saran/rekomendasi

yang dimuat dalam LHP ternydta mengandung kelemahan
I
saran/rekomendasi \yang timbul karena berbggai » Sebab,

sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai

| i Pasal 12

. ‘. . | '
Pemantauan TLHP oleh APIP dapat dilaksanakan dengan cara:

(

Mengadakan rapat pemutakhiran data TLH;P secara berkala
dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan

tindak lanjut; o ¢ o



" .(2) Melakukan komunikasi lislf;ln dan H‘14:01:nunik:els|i tertulis
. dengan  pejabat  yang be‘rtanggungE jawab  untuk
' (3) meldksanakan tindak lanjut; |
| Komunikasi lisan sebagaimana dirr'laksud gl)ada ayat (2) yaitu
(4) melalui mekanisme fapat dan/atau kunjun'gan;
Komunikasi tertulj.s' sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu melalui mekanisme pelaporan dan/ atau teguran,
dengan ketentuan sebagai berlkut' '

:a. APIP menerbitkan dah menyampalkan surat permgatan
pertama kepada plmpman auditi atas saran/rekomendast
yang belum dltlndaklanjutl t !

b. APIP meneérbitkan surat."' peringatan kedu'a atas
saran/rekomendasi yang belum ditinqlaklanjuti’ setelah
satu bulan penyampaian surat peringata'n pertama,;

c.' Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti satu bulan
1setelah surat' peringatan }fedué Tim pemantau membuat
surat pemberitahuan kepa¢a Bupati. o

(5) Mewajibkan |, Tim Auditor yang l:f)erwehang"dalam setiap
penugasan untuk memantau ”I?LHP atas hasil pengawasan

periode sebelumnya. '
' 1

Pasal 13!
APIP bertanggung]awalb untﬁk melakukan pemantauan dan
melaporkan perkembangan TLHP yang dilimpahkan kepada
instansi lain a{au r,p1hak 'ket1ga',. sepanjang bukan karena
pengalihan tugas pokok dan fungsi. : ' R

o BAB V !

Sanksi -

Pasal, 14 -

(1) Pejabalt yang tidak melakukan kewajiban untuk
melaksanakan TLHP-APIP dalam’ bataé waktu sebagalmana'
yang diatur dalam Pasal (5) ayat (2) dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan pleraturan perundang
undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

(2) 'Pimpinan 'Unit Kerja pada Organisési Perangkat Daerah yang
tidak  melaksanakan ke\érajiban menindaklanjuti
saran/rekomendasi |dalam LHP dikenakan sanksi ' sesuai
dengan k'etentuqn, beratu'ra'n perundang-undangan yang



o e o ! I
| '
|

bcrla.ku,‘dan: d'ap,a't dijadikan salah satu dasar penilaian
Py ! |

(3) Sebagau bahan pertimbangan dalam promosuabatan, |
(4) Pejabat Instansi lainnya/ plhak ket1ga yang tidak mela,kukan
kewajlban untuk melaksanakan TLHP- :?\PIP dalam batas
waktu sebagaimana yang diatur dalam ;Pasal (5) ayat (2),
dikenakan sanksi sesuai dengan pera_turén- perundang-
| undangan yang belllal{u. . 9 ' B
|

" I
| | BAB VI :
o KETENTUAN PENUTUP
' L.
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

1

' Agar setiap drang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Bolaang' Mongondow

1
'
'
1 1 |

Ditetapkan di :Lolak :
_ . pada tanggal - 2- QOI?LL
- | o . BUPATI BOLAANG MONGONDOW, / -
- |
EPREDJO MOKOAGOW

'. L7
. l“ . ' :
! .
WS ALLANG | - o

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR 00




' . LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
'NOMOR 06  2o1s

% TENTANG STANDAR OPERASIONAL -

. ~ PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASA;;N INSPEKTORAT DAERAH
 TERHADAP  PENGELOLAAN  KEUANGAN

DAERAH  KABUPATEN BOLAANG

| g ! | ! '

MONGONDOW
: Cor
PEDOMAN PENGEN:DALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

. | _ | ;
PENDAHULUAN , .
Latar Belakang | C ; | g
Setelah pelaksanaan audit diselesaikan dan laporan hasil audit diterbitkan,
APIP harus menyampaikan laporan tersebut. kepada- Atasan/Pimpinan Auditi
dan tembusan kepada auditi serta pih'ak—pihalg wyang terkait. Hal ini
dimaksﬁdkan agar apditi fnengetahui kele'mahan. yang .ada di dalam
organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan

I
melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak ' lanjut hasil audit harus

dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelem'ahan dan kesalahan
yang ada sehmgga mampu memngkatkan kmerja'orgamsasmya Selain itu,
APIP harus memantau pelaksanaan tindald lanjut yang dilakukan auditi untuk -

memastikan bahwa semua rekomendasi sudah.dllaksanak?n denglgan. tepat,
sehingga keefektifan pelaksanaan qudit bisa tercapai. | ;
Pemantauan tindak lanjut audit diartikar'l sebagai - suatu i‘tindakan untuk
mernantéu dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang
dilakukan -oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi. -auditor berdasarkan
temuan audit yanfr' dilaporkan, termasuk xemuafl temuan yang berkaitan yang
diperoleh oleh audltor ekstern a,tau auditor lainnya, sesuai dengan mekamsme
penyelesaian rekomenda31 hasil audlt dan rev1u lalnnyé yang dltetapkan
Standar Audlt Terkait .

Standar al_ldlt yang terkait dengan undak lanjut hasﬂ audit adalah: .

| l
: !



VL ; '

e Auditor harus mengomunikaéiliéan kt;,pada auditi bahwa tanggung jawab
untuk menyelesaikan atau melakukan tindak Iémjut atas temuan audit dan
rekomendasi berada pada auditi. o

» Auditor harus mern'an:cau dan mendorong‘tind:altk lanjut atas temuan dan
rekomendasi. .' ' y '

« Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil audit
sebelumnya yang beIqun dilakukan t1nda_k lanjut

Maksud dan Tujuan

Pedoman :pengendalian ‘mutu pelaksanaan' :pemantaﬁan tindak lanjut ini

dimaksudkan untuk merhberikan panduan bagi APIP dalam memantau dan

mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit atas temuan dan
rekomendasi yang diberikan agar 'tgamuén d'an"rékomendélsi yang telah’
dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi auditi.

.

Sedangkan tujuan pedbmém pe;ngendlalian mutu pelaksanaan pémallltauan

tindak lanjut adalah agar auditi mérqéhami dan memperbaiki kesalahan yang

terjadi sehingga kinerja auditi dapat dicapai secara maksimal. Keefektlfan hasﬂ
audit dapat dinilai antara lain dari tindak lanjut yang dilakukan oleh aud1t1

"

atas rekomendabl auditor,. 'l

sttematika Pedoman ' .

Pedoman ini d1susun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan serta isi
: , %°
dari masing- masmg subbab sebagai begikut: ! b

a. Pendahuluan '
b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut

c. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut ! :

1 1
!

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

Kewajlban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pgda plmplnan auditi.
Hal 1n1 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang -
“Sisterqn Bengendalian'Intern Pemerintah”, 1yang menyatakan bahwa “pimpinan
instansi pemerintah wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil .

audit dan reviu lainnya”. Pelaksanaan tindak' lanjut tersebut merupakan

bagian kegiatan pemantauan sistetn pengendalian intern yang:ada.

i . |
Di sisi lain, APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaelm tindak lanjut

hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan

c 1

1 i



1 !
dalam standar audit kmerja yan,g menyatakan bahwa audltor harus memantau
- dan mendorong t1ndak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. Demikian
juga dalam standar audit investigatif dmylatakan pahwa APIP harus memantau .
tindak Ia{ijut hasil audit investigétif Iyang dilimpahkan kepada aparat penegak
hukum. ' |

'
1 1

. f

APIP harus memasukkan keg1atan pemantauein tindak lanjut dalam rencana
strategis maupun tahunan, dan keglatéri pemantauan 'tersebut sebalknya
ditugaskan kepada tim yang m1n1mal terdiri dari' satu pengendali teknis dan

satu ketua tim yang ditunjuk oleh pimpinan APIP secara triwulanan.
Pada setiap pelaksanaan audit ulangan atas su'atu auditi, auditor harus
melihat ',glpakah rekomendasi dari 'laporan has1l audit terdahulu telah
ditindaklanjuti. APIP bertanggung jawab untuk membentahukan langkah-
langkah yang harus dlla.kukan auditi agar tindak lanJut hasil audit bxsa
dilaksanakan dengan efektlf dan tepat waktu.
Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas, auditor
harus mempertimbangkan pélaksanaan prosedur dengan sifat tindak lanjut .
yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain. . o
Pelaksanaan tindak- lanjut merupakan kewapban manajemen aud1t1 sedang
pemantauan atas pelaksanadn tersebut menjad1 tanggung jawab APIP Agar
pemantauan tersebut bisa berjalan .dengan efektif, APIP harus membuat
prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. yang didasarkan pada

tingkat kesulitan, ketepatén waktu, pertimbangan risiko dan kerugian.

! o
] l

Untuk temuan audit yang sangat penting, aud1t1 harus rnelaksanakan tindak
lanjut sccepat mungkm dan APIP harus terus memantau tindal lanjut yang

d1laksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari temuan tersebut  sangat
\

besar. o ' :
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Prosedur pelaksanaan pemantauan tmdak lanjut agér semua rekomendasi
atas temuan audit dapat dilakukan tmdak lanjut secara tuntas dan tepat

sebagai berikut. !
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1. Berdasarkan laporan hasil audit, ketua 'tirn membuat formulir penyampaian
temuan dan rencana pemantauan tindak lalnjut. For'mu}ir penyathpaian
temuan dan rencana perﬁarftauan tindak I'énjut tersebut kerhudian
dlserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelapora,n Lfntuk diinput ke
dalam daftar temuan APIP. ' .

2. Unit yang melaksdnakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP
tetsebut kepada, tim pemantau tindak lanjut. | '

3. Tim pemantau tindak lanjut melakukan ver1f1kasi atas lapqran tindak lanjut
yang telah dilakukan oleh auditi. Bila d1anggap perlu tirn pemantau dapat
melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dllakukan oleh auditi.

4. Untyk tmdal‘. ldnjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan
kepada pimpinan APIP termasuk risiko yang masih ada. Berdasarkan
laporan tersebut, pimpinan APIP menvalnpmkan surat kepada auditi untuk
melakukan tindakan tambahan sehmgga,fmdak lanjut menjadi lengkap dan

oy !

efektif. ' " : L .

5. Tindak lanjut yang telah dﬂakul{,an oleh auditi dlcatat dalam daftar temuan
audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka
pada kolom keteréngap dicanturrllkan kata "sudah selesai (tuntas), sudah
dilakukan tindak lanjlit tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak
lanjut’”. ; - , 3 T oae e

6. Apabﬂa, batas’ waktu penyelesaian tindak t-lanjut terlampaui, APIP
menerbitkan dan menyampaikan surat 'peringatan pertama kepada
pimpinan auditi atas irekofnendasi yang belum djtindaklanjuti dan atas
tmdak lanjut yang masih kurang. - .

7. Jika dalam satu bulan setelah surat permgatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi, maka APIP menerb}tkan surat peringatan kedua.

8. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut -
tidak juga dilakukan, maka tim pe'rﬂantau mergbuat surat pemberitahuan
kepada plmpman orgamsas1 ' 5 '

9. Tim pemantau tlndak lanjut melaktlkan pemutakmran tindak lanjut 'atas
saldo temuan yang belum dltlndaklanjuu 'dan tindak lanjut yang mas1h
kurang. ' ' )

10. Pemutakhiran tersebut d1la_kukan sekali dalam setahun dan dituangkan
dalam sebuah berita acara yang dltandatangam pxmpman auditi dan tim
pemantau tindak lanjut. i

Agar pelaksanaan Itindak lanjut efektif, perlu dilakukan tekmk-tekmk sebagal_

berikut: % :



